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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penanganan laporan pengaduan mengenai
terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin, dan tindak
pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia belum mengakomodir whistleblowing
system secara elektronik;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu
dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan
hukum;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012

tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan
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Mengingat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan
Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1386);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1698);
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8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 186);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2012
Nomor 1386), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut
Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang diangkat

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
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10.

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pelapor adalah Pegawai atau masyarakat yang
memberikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran
kode etik Pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan
dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan
oleh Pegawai atau masyarakat terkait adanya
dugaan pelanggaran kode etik Pegawai, pelanggaran
disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Unit Layanan Pengaduan adalah wunit pelaksana
penanganan laporan pengaduan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi Manusia.

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat
yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman
disiplin  kepada  Pegawai yang  melakukan
pelanggaran disiplin.

Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai
yang diperiksa.

Hari adalah hari kerja.

Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 2
Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan

Laporan Pengaduan.
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(2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi adanya dugaan:
a. pelanggaran kode etik Pegawai;
b. disiplin Pegawai; dan
c. tindak pidana,
yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

(1) Tugas dan fungsi Unit Layanan Pengaduan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Pada setiap unit utama, kantor wilayah, dan unit
pelaksana teknis harus dibentuk Unit Layanan
Pengaduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit
utama, kepala kantor wilayah, dan kepala unit
pelaksana teknis.

(3) Unsur keanggotaan Unit Layanan Pengaduan pada
ayat (2) terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan

c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 6
(1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dapat disampaikan secara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.
(2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada



